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PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a.

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna lebih meningkatkan kinerja pelayanan parkir di tepi jalan
umum di Kota Pasuruan diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian
penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum terhadap kondisi daerah dan
kemampuan masyarakat;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang
kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3530);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas
Parkir Untuk Umum,;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2007, Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2008, Nomor 09).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Menetapkan :

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

b=
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Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Pasuruan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jalan adalah seluruh bagian, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada
di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-
rumah dan dengan atau dengan kereta samping atau kendaraan beroda tiga
tanpa rumah-rumah.

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang berada pada kendaraan bermotor itu.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.
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Parkir Berlangganan adalah pelayanan parkir dengan persyaratan tertentu
yang diberikan pada tempat yang ditentukan pada kendaraan bermotor,
atas pembayaran penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah secara berlangganan.

Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang
ditentukan oleh Pemerintah Kota.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Petugas pemungut adalah Petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang untuk menjadi pejabat pemungut retribusi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pasuruan.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan retribusi jasa
umum.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi
pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 7

(1) Untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan pendapatan Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan parkir dengan sistem parkir
berlangganan.

(2) Pemungutan parkir dengan sistem parkir berlangganan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku bagi setiap kendaraan bermotor dengan kode nomor
kendaraan berdomisili di Kota Pasuruan.

(3) Besarnya retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan DPRD.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan denagn
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9
(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan
frekuensi parkir.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :



